


PEMERINTAH KECAMATAN BATUKLIANG UTARA

KECAMATAN BATUKLIANG UTARA

Jalan Pariwisata Aik Bukak No.

Kode Pos.83552

KEPUTUSAN
CAMAT BATUKLIANG UTARA
NOMOR : 487.22 /12~ | / TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS!

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN BATUKLIANG UTARA
CAMAT BATUKLIANG UTARA,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Batukliang Utara;

bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Batukliang Utara;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Rl Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); \
Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pefaksanaaq
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
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